Bulan :

TN

M2 3[4 [5]6 718 ([2/])10 [11 [12 ]

(2] 0]1]5]

Tanggal :
SUBBAGIAN HUMAS
2 |3 14 |5 |6 |7 |8 |9 [10 |11 [12 [13 [14 [15 [16 |[ Kompas| Mediaind | Tempo§ Sindo ]
17 )18 [19 [20 [21 |22 |23 [24 [25 [26 [27 (28 [29 |30 |31 Indo Pos | Pos Kota Warta Kota

- Kinerja DKI Be:

JAKARTA - Rapat paripurna penjelasan
Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) terhadap pemandangan -
umum fraksi-fraksi DPRD DK Jakarta

digelar kemarin.

Dalam pidatonya, Ahok meng-
akui bahwa kinerja jajarannya
belum optimal. Hal ini meng-
akibatkan tidak tercapainya
target pendapatan daerah,
seperti dari penerimaan pajak,
retribusi daerah, pendapatan
transfer, dan pendapatan lain-
lain yang sah, karena beberapa

"Rendahnya realisasi lain-
lain pendapatan yang sah dipe-
ngaruhi rendahnya realisasi
pembangunan sarana prasara-
na pendukung proyek mass ra-
pid transit (MRT), seperti pem-
bebasanlahandanpemindahan
utilitas yang dananya bersum-
berdaridanahibahJapanInter-
national Cooperation Agency
(JICA),” kata Ahok di Gedung
Paripurna DPRD DKI Jakarta
kemarin.

“Kamisudah
melakukanper-
baikan, salah
satunyamonitoring
pelaksanaan .
programdan
kegiatanmelalui
koordinasidengan
SKPD/UKPD.”

BASUKI TIAHAJA PURNAMA
Gubernur DKl Jakarta

Mengenai rendahnya reali-
sasibelanja daerah, Ahok ber-
alasan adanya pengalihan pe-
ngadaan barang jasa melalui
Badan Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa belum sepe-
nuhnya optimal. Termasuk,
kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia (SDM) dalam
proses layanan pengadaan dan
belum optimalnya sosialisasi
secara jelas dan luas kepada
SKPD/UKPD tentang syarat
dan ketentuan pengajuan ke-
giatan untuk proses lelang se-
hingga tidak semua kegiatan
dapatdiproses.

"Kami sudah melakukan
perbaikan, salah satunya moni-
toring pelaksanaan program
dan kegiatan melalui koordina-
si dengan SKPD/UKPD, serta
memberikan peringatan kepa-
daSKPDyangtargetkinerjanya
tidak tercapai,” ujarnya.

Lambatnya  penetapan
Perda APBD Perubahan 2014
jugaberdampak pada singkat-
nya sisa waktu pelaksanaan ke-
giatan. Hal ini mengakibatkan

- anggarantidakterserap.

"Segala saran dan masukan
untuk prinsip-prinsip atau asas
pelayanan publik seperti trans-
paransi, profesional, akuntabel
dalam penerapan dan penarik-
anretribusidaerah dan pening-
katanprofesionalismeaparatur
akan menjadi perhatian agarke
depan menjadi lebih baik,”
tuturnya.

Dalam pidatonya Ahok juga

menjelaskan mengenai lelang

jabatan. Kebijakan ini tetap -

mempertimbangkan kompe-
tensi yang diuji melalui tes
kompetensi pejabat maupun
calon pejabat sesuai standar se-
hingga tercipta akselerasi kerja
yang lebih profesional dan
akuntabel.

"Pemberian TKD sebagai

‘bentuk pemberian reward and

punishment dalam rangka pe-
ningkatan akuntabilitas penge-
lolaan keuangan daerah. Pem-
berian TKD belum dapat dikait-
kanlangsungdenganpenyerap-
an anggaran. Rendahnya pe-
nyerapan anggaran dipenga-

ruhi tertundanya pengesahan
APBD, sertasikapkehati-hatian -

aparatur dalam melakukan be-
lanja yang berdampak pada efi-
siensi penyerapan anggaran,”
tandasnya.

Ahokjuga memberikan pen-
jelasan mengenai sejumlah
fraksi DPRD DKI Jakarta yang
menyoroti mengenai Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Pada 6 Juli lalu BPK
memberikanopinipenggunaan

anggaran 2014 oleh Pemprov

DKI Jakarta adalah wajar de-
ngan pengecualian (WDP). Se-
lain opini atas laporan keuang-
an, hasilpemeriksaanjugaperlu
mendapat perhatian.

Hasil pemeriksaan atas la-

um Optimal

poran keuangan Pemprov DKI
Jakarta2014 mengungkapkan,
terdapat 70 temuan senilai
Rp2,16triliun. Jumlahtersebut
terdiri atas temuan yang berin-
dikasi kerugian daerah Rp
442,37 miliar, potensi kerugian
daerah Rp1,71 triliun, kekura-
ngan penerimaan daerah
Rp3,23 miliar, administrasi
Rp469,51 juta, dan pem-
borosan Rp3,04 miliar.
Mantan - Bupati Belitung
Timur ini menuturkan, reko-
mendasi BPK telahditindaklan-
juti secara sungguh-sungguh.
"Dan menyampaikari jawaban
atau penjelasan kepada BPK

 tentang tindaklanjut atas reko-
mendasi LHP BPK dalam waktu
60harisetelahlaporanditerima
6 Julilalu,” tegasnya.

Ahok menegaskan, semua
rekomendasi yang ditemukan
telah diinvestigasi BPK. Misal-
nya, realisasi pencatatan belan-
ja barang melalui mekanisme
uangpersediaan(UP)Rp268,87
miliar yang dinyatakan tidak
didukung bukti pertanggung-
jawaban.

Saat ini seluruh bukti per-
tanggungjawaban tersebut te-

lah disampaikan dan diuji BPK

dan dinyatakan tidak terdapat
indikasikerugiandaerah.

Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta M Taufik menilai, pen-
jelasan Ahok berisi hal-hal yang
normatifyangselanjutnyaakan
dibahas di masing-masing ko-
misi. Masing-masing komisi
memiliki data yang umumnya
berdasarkan LHP BPK.

"Nah, nanti Senin (214£9)
hasil pembahasar‘kopiigi di-
sampaikan dalam rapat pari-
purna,” ujar Ketua DPD Partai
Gerindra DKIJakartaini.

. ®bimasetiyadi
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Dipengaruhi penurunan

volume pengujian

kendaraan barang, bus dan

kendaraan penumpang
umum karena banyaknya

yang dimutasi ke daerah lain

Belum terlaksananya
Z. pengendalian lalu lintas

dengan program electronic
road pricing (ERP).

j pendapatan transfer dari

dana bagi hasil pajak karena
secara nasional pendapatan
yang berasal dari penerimaan

pajak turun.

Salah satu poin penting Galam realisasi APBD DKl Jakai ca 2014 adalah tidak terpenuhinya
target pendapatan daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai
target. Pendapatan daerah 2014 yang ditargetkan Rp65,04 triliun hanya terealisasi
Rp43,82 triliun (67,38%).

Penerimaan pajak

} Pajak kendaraan = i—y
air bawah tanah Eggﬁ;\;gama bermotor (PKB) {;
dipengaruni bermotor
program konversi (BBNKB)
penggunaan air -4 RN i
tanah menjadi T

Pajak bahan .

penggunaan air
PDAM. Akibatnya,
terjadi penurunan
konsumsi air tanah
diikuti dengan
kenaikan konsumsi
air dari PDAM

bakar kendaraan ;
bermotor (PBBKB). Ketiga
hal ini tidak mencapai
target karena tingginya
mutasi kendaraan keluar
daerah, rendahnya
kesadaran masyarakat
untuk membayar PKB,
dan menurunnya daya
beli masyarakat.

Pajak hotel dan
pajak restoran
dipengaruhi
kebijakan
pemerintah yang
membatasi
penggunaan
fasilitas hotel
untuk aktivitas
pemerintahan
dan menurunnya
daya beli
masyarakat
sebagai dampak
kenaikan harga
bahan bakar
minyak (BBM).
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Pajak reklame dipengaruhi
kenaikan tarif nilai sewa
reklame yang berdampak
pada beralihnya pemasangan
reklame ke media elektronik.

Pajak parkir dipengaruhi oleh =
belum selesainya pelaksanaan
program electronic road
pricing (ERP) dan pemindahan
parkir on street menjadi off
street.

Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) e
dipengaruhi penurunan
transaksi jual-beli properti
di DKl Jakarta

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi belum
selesainya pemutakhiran database yang dilimpahkan
dari pemerintah pusat

Sumber: Laporan Gubernu, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
di depan anggota DPRD DKI Jakarta




